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	The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a strategic government policy to improve the nutritional quality of students. One important component in its implementation is the procurement of food trays as a means of food distribution. However, the procurement of imported food trays from non-Muslim countries raises potential disputes related to product halal certification, business ethics, and compliance with public procurement regulations. This study aims to identify potential disputes in the procurement of imported food trays for the MBG program and examine the relevance of sharia arbitration as a dispute resolution mechanism. This study uses a normative qualitative method with a conceptual and legislative approach, through document analysis, DSN-MUI fatwas, and academic literature related to sharia economics and public procurement. The results of the study indicate that disputes may arise due to non-compliance with halal standards, non-transparent procurement practices, and the weak integration of sharia arbitration in contracts. Sharia arbitration, through institutions such as BASYARNAS, has great potential to resolve disputes fairly, quickly, and in a manner that is oriented towards the public interest.

	
	
	

	
	
	
Abstrak 
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	Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Salah satu komponen penting dalam pelaksanaannya adalah pengadaan food tray sebagai sarana distribusi makanan. Namun, pengadaan food tray impor dari negara non Muslim, menimbulkan potensi sengketa yang berkaitan dengan kehalalan produk, etika bisnis, dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sengketa dalam pengadaan food tray impor untuk program MBG serta menelaah relevansi arbitrase syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui analisis dokumen, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik terkait ekonomi syariah dan pengadaan barang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa dapat timbul akibat ketidaksesuaian standar halal, praktik pengadaan yang tidak transparan, dan lemahnya integrasi arbitrase syariah dalam kontrak. Arbitrase syari’ah, melalui lembaga seperti BASYARNAS, memiliki potensi besar untuk menyelesaikan sengketa secara adil, cepat, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.
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PENDAHULUAN
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipahami sebagai sebuah kebijakan publik sekaligus bentuk intervensi sosial yang dirancang oleh pemerintah. Kebijakan ini berorientasi pada penyediaan makanan sehat dan bergizi yang diberikan secara cuma-cuma kepada kelompok masyarakat tertentu. Sasaran utama dari program tersebut adalah anak-anak yang berada pada jenjang pendidikan formal, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Pelaksanaan program ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian peserta didik, tetapi juga untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih kondusif. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi, diharapkan anak-anak memiliki energi, konsentrasi, dan daya tahan tubuh yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran.(Kasus, Sdn, and Kabupaten 2025)
Selain itu, kebijakan ini memiliki dimensi kesehatan masyarakat yang signifikan. Penyediaan makanan bergizi secara sistematis berkontribusi pada pencegahan masalah gizi buruk, stunting, maupun penyakit yang terkait dengan kekurangan nutrisi. Dengan demikian, program ini menjadi bagian integral dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan, melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. Oleh karena itu, program makan bergizi gratis dapat diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang strategis dalam memperkuat kualitas hidup generasi muda sekaligus memperkokoh fondasi pembangunan nasional. Program ini dirancang untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi harian anak-anak, mengurangi angka stunting, serta mendorong kehadiran dan konsentrasi siswa di sekolah. Menurut Tria Astika, makanan  bergizi  gratis  merupakan  program  untuk  mendukung pertumbuhan  dan  perkembangan  anak,  asalkan  sesuai  dengan  standar  gizi  seimbang  dan memperhatikan faktor lain yang berhubungan dengan status gizi dan kesehatan anak.(Rahmah et al. 2025)
Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat dipandang sebagai salah satu kebijakan strategis nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan agenda kesehatan global. Inisiatif ini selaras dengan target nutrisi dunia tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional, khususnya World Health Organization (WHO) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Kedua lembaga tersebut menekankan pentingnya intervensi gizi sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan nutrisi yang masih menjadi hambatan mendasar dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM).(Azzahra et al. 2025)  Bagi  WHO,  akses  terhadap  makanan  yang  sehat  dan  bergizi  adalah  hak  dasar manusia,  dan  penyediaan  makanan  bergizi,  terutama  bagi  anak-anak adalah  upaya  dalam meningkatkan status gizi, imunitas, dan perkembangan kognitif mereka.
Perlindungan konsumen dalam konteks produk pangan berlabel halal memiliki dimensi yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat Muslim di Indonesia yang menjadikan kehalalan sebagai prinsip utama dalam konsumsi sehari-hari. Pencantuman label halal bukan sekadar simbol, tapi merupakan bentuk jaminan hukum yang memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya label halal, konsumen memperoleh hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk yang beredar di pasaran (Adri, Pengadaan, and Pekanbaru 2019). Selain itu, regulasi yang telah ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi kepentingan konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang maupun jasa. Sementara itu, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif terkait pengelolaan pangan, termasuk aspek mutu, gizi, dan keamanan (Syahfitra et al. 2024). Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengatur secara rinci kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang akurat melalui label, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih produk. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal semakin memperkuat perlindungan tersebut dengan menetapkan mekanisme sertifikasi halal yang wajib dipenuhi oleh produsen sebelum suatu produk dapat dipasarkan (Doktor et al. 2024).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas gizi peserta didik dan menanggulangi kerentanan pangan di kalangan generasi muda. Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, pengadaan sarana pendukung seperti food tray menjadi elemen penting dalam menunjang distribusi makanan secara higienis dan efisien. Namun, dalam praktiknya, pengadaan food tray yang bersumber dari produk impor menimbulkan sejumlah persoalan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh dimensi normatif dan etis, khususnya dalam konteks ekonomi syariah (Rahmah et al. 2025).
Dalam ekonomi Islam, pengadaan barang publik tidak semata-mata dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, melainkan juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang meliputi kehalalan produk, keadilan dalam transaksi, transparansi proses, serta tanggung jawab sosial (Kurniawati et al. 2024). Ketika barang yang diimpor berasal dari negara non-Muslim, potensi sengketa dapat muncul akibat ketidaksesuaian standar halal, ketidakjelasan asal-usul bahan baku, atau praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip etika Islam. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika pengadaan dilakukan melalui mekanisme tender yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam.
Sengketa dalam pengadaan barang publik, khususnya yang berkaitan dengan aspek kehalalan dan etika bisnis, menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya legal formal, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai syariah (Santoso 2025). Arbitrase syariah sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa dalam ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berorientasi pada keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan penyelesaian yang tidak merugikan pihak manapun (la dharar wa la dhirar). Namun, analisis mengenai penerapan arbitrase syariah dalam konteks pengadaan barang publik, khususnya dalam kasus pengadaan food tray untuk program MBG, masih minim dan belum banyak diteliti dalam literatur akademik (Syahfitra et al. 2024).
Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana potensi sengketa yang akan timbul dalam pengadaan food tray impor untuk program MBG, khususnya terkait aspek kehalalan dan dan etika bisnis, serta bagaimana prinsip-prinsip arbitrase syariah dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang publik yang melibatkan isu kehalalan dan etika bisnis. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi sengketa dalam pengadaan food tray impor untuk program MBG dari perspektif kehalalan dan etika bisnis, serta menelaah efektivitas mekanisme arbitrase syari’ah dalam menyelesaikan sengketa pengadaan barang publik. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pengadaan barang publik yang tidak hanya sesuai dengan prinsip good governance, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai ekonomi syari’ah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sosial.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  yakni  menggunakan  pendekatan  kualitatif normatif  dengan  metode  studi kepustakaan dan analisis dokumen (Saksitha et al. 2024).   Pendekatan   ini   dipilih   untuk   menganalisa   secara   mendalam potensi sengketa dalam pengadaan food tray impor untuk program MBG dari perspektif kehalalan dan etika bisnis. Fokus utama adalah pada analisis normatif terhadap regulasi, fatwa, dan prinsip-prinsip syariah dengan pengadaan barang publik dan penyelesaian sengketa. Penggunaan sumber data primer dalam penelitian ini memberikan landasan normatif yang kuat, karena bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan, fatwa lembaga otoritatif, serta dokumen arbitrase syariah yang memiliki kekuatan hukum. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Perpres No. 12 Tahun 2021 mengenai kebijakan terkait pangan halal menjadi acuan utama dalam menilai aspek legalitas dan kepastian hukum (Mahadewi et al. 2025). Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman normatif dalam memastikan kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip syariah, sedangkan dokumen BASYARNAS memberikan perspektif praktis mengenai penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase syariah. Sedangkan, sumber data sekunder, berupa literatur akademik seperti buku, jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya.
Metode analisis yang diterapkan adalah deskripsi analisis, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada penggambaran objek penelitian secara sistematis, kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan yang relevan (Jeranah et al. 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan secara rinci aspek hukum, syariah, dan etika bisnis yang terkait dengan pengadaan food tray impor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Objek penelitian ini merupakan pengadaan food tray impor untuk program MBG yang ditinjau dengan perspektif arbitrase syariah terhadap kehalalan dan etika bisnis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Potensi Sengketa Dalam Pengadaan Food Tray Impor Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
	Potensi sengketa dalam pengadaan food tray impor Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin nyata ketika isu kehalalan produk muncul ke permukaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan bahwa food tray asal Tiongkok yang digunakan dalam program MBG tidak halal karena tercemar minyak babi dalam proses produksinya (Rahmah et al. 2025). Pernyataan ini bukan sekadar dugaan, melainkan hasil kajian dan klarifikasi yang dilakukan oleh MUI melalui bidang fatwa serta pengujin laboratorium yang menegaskan adanya penggunaan minyak babi pada tahap percetakan material (Novriansyah et al. 2024). Dari perspektif hukum, temuan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) yang mewajibkan setiap produk yang bersentuhan langsung dengan makanan bebas dari unsur haram (Putri 2021). Sengketa dapat muncul antara pemerintah sebagai penyelenggara program dengan penyedia barang, karena adanya pelanggaran terhadap klausul kontrak yang menuntut kepatuhan terhadap standar halal nasional. Lebih jauh, hal ini juga menimbulkan konsekuensi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena peserta didik sebagai penerima manfaat program memiliki hak atas produk yang aman dan halal.
	Selain sebagai instrumen perlindungan konsumen, Jaminan Produk Halal (JPH) juga memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem ekonomi nasional. Dengan adanya kepastian hukum mengenai kehalalan produk, konsumen Muslim memperoleh rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas konsumsi sehari-hari. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong tumbuhnya kepercayaan publik terhadap produk yang beredar di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, penyelenggaraan JPH berimplikasi pada peningkatan daya saing industri halal Indonesia. Produsen yang berkomitmen memenuhi standar halal akan memperoleh nilai tambah, baik dari sisi reputasi maupun akses pasar yang lebih luas. Dalam konteks global, sertifikasi halal yang diakui secara internasional dapat membuka peluang ekspor produk halal Indonesia ke berbagai negara, sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia (Putri 2021). Disisi lain, JPH juga mencerminkan integrasi antara aspek hukum, agama, dan etika bisnis. Kebijakan ini tidak hanya menekankan pada kepatuhan terhadap regulasi formal, tetapi juga mengedepankan prinsip moralitas dalam praktik ekonomi. Dengan demikian, penyelenggaraan JPH dapat dipandang sebagai upaya komprehensif untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah.
	Dari sisi sosial, isu kehalalan ini menimbulkan keresahan masyarakat dan berpotensi menurunkan legitimasi program MBG. Kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dapat terganggu apabila produk yang digunakan dalam program bergizi justru mengandung unsur yang diharamkan. Sengketa dapat berkembang menjadi tuntutan hukum atau protes sosial, karena masyarakat merasa dirugikan dan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi dilanggar.
Selain itu, dari perspektif etika bisnis Islam, penggunaan food tray yang mengandung minyak babi mencerminkan lemahnya prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial dalam proses pengadaan. Etika bisnis Islam menekankan kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Ketika penyedia barang tidak mengungkapkan secara jelas kandungan material yang digunakan, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan amanah. Sengketa yang timbul bukan hanya soal kontrak, tetapi juga soal integritas bisnis dan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia barang maupun pemerintah.
	Dengan demikian, penyelenggaraan jaminan produk halal memiliki tujuan strategis yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan konsumen, tetapi juga pada penguatan sektor usaha. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh rasa aman, nyaman, dan terlindungi dalam proses konsumsi maupun penggunaan produk yang terjamin kehalalannya. Selain itu, keberadaan sistem jaminan halal juga berfungsi memberikan kepastian hukum serta ketersediaan produk halal secara berkelanjutan di pasar. Selain memberikan perlindungan bagi konsumen, kebijakan ini juga memiliki implikasi positif terhadap sektor industri dan pelaku usaha. Penerapan JPH mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas produk, memperhatikan standar halal, serta mengintegrasikan etika bisnis dalam proses produksi. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan nilai tambah produk halal di pasar domestik maupun internasional, sekaligus memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
	Dalam Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan wujud konkret dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik di bidang jaminan produk halal. Lembaga ini dibentuk sebagai pelaksana teknis yang memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan struktur kelembagaan tersebut, BPJPH berfungsi sebagai institusi yang mengoordinasikan, mengawasi, serta memastikan seluruh proses sertifikasi halal berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan syariah.
	Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan, BPJPH diberikan kewenangan untuk membentuk perwakilan di daerah apabila diperlukan. Hal ini bertujuan agar akses masyarakat terhadap layanan jaminan halal menjadi lebih mudah, cepat, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran perwakilan daerah juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga implementasi kebijakan halal dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Pemerintah, Kesehatan, and Negeri 2025).. Selain itu, pembentukan perwakilan BPJPH di daerah mencerminkan prinsip desentralisasi pelayanan publik, dimana masyarakat tidak perlu bergantung sepenuhnya pada birokrasi pusat untuk memperoleh kepastian hukum terkait kehalalan produk. Dengan adanya perwakilan tersebut, proses sertifikasi halal dapat dilakukan lebih dekat dengan produsen maupun konsumen, sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem jaminan halal nasional.
	Pengadaan food tray impor dalam program MBG berpotensi menimbulkan sengketa yang bersumber dari beberapa aspek kritis. Pertama, aspek kehalalan produk menjadi titik rawan ketika bahan baku atau proses produksi tidak memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas Indonesia, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk impor dari negara non Muslim sering kali tidak memiliki sertifikasi halal yang diakui secara nasional, sehingga menimbulkan keraguan dan potensi gugatan dari masyarakat atau lembaga pengawas (Agustini and Mulyani 2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 83 juta penerima pada tahun 2025 memerlukan pengadaan sarana pendukung yang masif, termasuk food tray sebagai alat distribusi makanan. Namun, pengadaan food tray impor dari negara non-Muslim menimbulkan potensi sengketa yang signifikan, terutama dalam aspek kehalalan dan etika bisnis (Syahrul and Azizi 2025).
	Investigasi oleh Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mengungkap bahwa jutaan food tray diduga di impor secara ilegal dari Tiongkok, dengan label “Made in Indonesia” palsu dan sertifikasi SNI yang tidak sah. Selain itu, bahan baku yang digunakan jenis stainless steel tipe 201 tidak direkomendasikan untuk kontak langsung dengan makanan karena berisiko melepaskan logam berat (Oktawila and Bagijo 2025). Hal ini menimbulkan keraguan terhadap status kehalalan produk, terutama karena belum melalui proses sertifikasi halal resmi oleh BPJPH atau MUI. Dalam perspektif ekonomi syari’ah, kehalalan produk tidak hanya mencakup bahan baku, namun juga proses produksi dan distribusi. Ketidaksesuaian standar halal antara negara asal dan Indonesia dapat menjadi sumber sengketa, terutama jika tidak ada audit halal yang menyeluruh.
	Selain itu, aspek etika bisnis juga menjadi titik rawan. Dugaan praktik gratifikasi, penunjukan vendor tanpa tender terbuka, serta konflik kepentingan menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip amanah dan adl dalam bisnis Islam (Nurbaeti and Nugraha 2022). Ketidakterbukaan informasi publik dan minimnya pengawasan halal memperbesar risiko sengketa, karena masyarakat merasa dirugikan oleh praktik pengadaan yang tidak etis. Dari sisi regulasi, Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kompetisi sehat, sementara UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal bagi produk impor. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini membuka ruang sengketa administratif maupun hukum (Chanifah 2021).
	Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penguatan mekanisme verifikasi halal sebelum produk impor digunakan dalam program publik. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap produk yang bersentuhan dengan makanan telah melalui audit halal independen dan diakui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Chanifah 2021). Selain itu, mekanisme pengadaan harus lebih transparan dengan melibatkan lembaga pengawas independen, sehingga potensi sengketa dapat diminimalisasi. Dengan demikian, potensi sengketa dalam pengadaan food tray impor MBG yang tidak halal karena mengandung minyak babi harus dipandang sebagai isu serius yang menyentuh dimensi hukum, perlindungan konsumen, dan etika bisnis. Penyelesaian sengketa tidak cukup hanya melalui jalur kontraktual, tetapi harus mengintegrasikan hukum positif dengan prinsip syariah agar tercapai solusi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai kehalalan. Dengan demikian, potensi sengketa dalam pengadaan food tray impor MBG bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga normatif. Sengketa muncul ketika praktik pengadaan tidak sesuai dengan hukum positif maupun prinsip syariah. Oleh karena itu, integrasi audit halal, transparansi tender, dan pengawasan publik menjadi langkah strategis untuk mencegah sengketa sekaligus memperkuat akuntabilitas program MBG.

Tinjauan Arbitrase Syariah Terhadap Sengketa Food Tray Impor MBG dari Perspektif Kehalalan dan Etika Bisnis
	Secara operasional, arbitrase syariah dapat dipahami sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih di luar jalur peradilan formal, dengan menekankan prinsip perdamaian, kesukarelaan, serta musyawarah. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang timbul dalam hubungan keperdataan atau bisnis dengan tetap berlandaskan pada norma-norma syariah Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mahadewi et al. 2025). Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan lembaga resmi yang berfungsi sebagai media penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, yaitu di luar pengadilan, berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian para pihak. Dalam praktiknya, setiap kontrak yang dibuat harus memuat klausul arbitrase atau arbitration clause (sering disebut pactum de compromittendo) yang secara tegas menyatakan forum penyelesaian sengketa (choice of forum) apabila di kemudian hari terjadi perselisihan. Klausul tersebut memiliki kedudukan sebagai bagian integral dari kontrak utama, sehingga tidak dapat dipisahkan dari substansi perjanjian pokok.
	Dengan adanya klausul arbitrase syariah, para pihak secara sadar memberikan mandat kepada BASYARNAS untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul, tanpa harus melalui mekanisme litigasi di pengadilan. Hal ini mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak sekaligus memberikan kepastian hukum, karena para pihak telah bersepakat untuk tunduk pada prosedur arbitrase syariah yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan menurut ajaran Islam (Adri et al. 2019).
	Arbitrase syariah merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip keadilan (adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan terhadap kezaliman (zulm). Lembaga seperti BASYARNAS memiliki kapasitas untuk menangani sengketa ekonomi syari’ah, termasuk pengadaan barang publik. Arbitrase syari’ah juga dapat menjadi forum alternatif yang lebih sesuai bagi pihak-pihak yang menginginkan penyelesaian sengketa secara non-litigatif (Novriansyah et al. 2024). Proses tahkim dan sulh memungkinkan penyelesaian yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Sengketa terkait kehalalan produk dapat diselesaikan dengan melibatkan auditor halal dan ahli syariah dalam proses arbitrase. Sengketa etika bisnis dapat ditinjau berdasarkan prinsip hisbah, yaitu pengawasan terhadap praktik ekonomi yang merugikan masyarakat (Syahfitra et al. 2024). Integrasi klausul arbitrase syariah dalam kontrak pengadaan MBG akan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik. Selain itu, mekanisme ini dapat mempercepat penyelesaian sengketa tanpa harus melalui litigasi panjang, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syari’ah (Santoso 2025).
	Sengketa dalam pengadaan food tray impor untuk Program MBG tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif, karena menyangkut dua aspek fundamental dalam ekonomi Islam yakni kehalalan produk dan etika bisnis. Dari sisi kehalalan, penggunaan bahan stainless steel tipe 201 yang tidak direkomendasikan untuk kontak makanan serta ketiadaan sertifikasi halal resmi dari BPJPH/MUI menimbulkan keraguan masyarakat (Kurniawan and Miswa n.d.). Hal ini berpotensi menjadi sengketa karena UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal bagi produk impor yang beredar di Indonesia. Dalam perspektif syariah, kehalalan mencakup keseluruhan rantai pasok, mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga penyimpanan sehingga ketidakjelasan status halal dapat menjadi dasar gugatan hukum maupun keberatan moral.
	Selain itu, aspek etika bisnis juga menjadi sumber sengketa. Dugaan praktik gratifikasi, penunjukan vendor tanpa tender terbuka, dan konflik kepentingan menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip amanah (kepercayaan), adl (keadilan), dan shiddiq (kejujuran) yang menjadi landasan etika bisnis Islam (No et al. 2025). Ketika prinsip ini diabaikan, kepercayaan publik terhadap program MBG melemah, dan masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban hukum maupun moral. Dalam konteks normatif, Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menekankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pelanggaran terhadap prinsip ini membuka ruang sengketa administratif maupun hukum. Arbitrase syariah hadir sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan dan sesuai dengan nilai Islam. Lembaga seperti BASYARNAS memiliki kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah, termasuk pengadaan barang publik, selama klausul arbitrase syari’ah dimasukkan dalam kontrak. Proses tahkim (arbitrase) dan sulh (perdamaian) memberi ruang bagi penyelesaian yang lebih cepat, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (Chanifah 2021). Dalam kasus MBG, arbitrase syariah dapat melibatkan auditor halal, ahli syariah, dan mediator yang memahami maqashid syariah, sehingga putusan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.
	Dengan demikian, tinjauan arbitrase syariah terhadap sengketa food tray impor MBG menegaskan perlunya integrasi antara hukum positif dan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa tidak cukup hanya melalui litigasi konvensional, tetapi harus melibatkan mekanisme yang menjamin kehalalan produk dan menjunjung tinggi etika bisnis Islam. Integrasi klausul arbitrase syariah dalam kontrak pengadaan, penguatan audit halal, serta penerapan prinsip hisbah dalam pengawasan publik menjadi langkah strategis untuk memastikan tata kelola MBG berjalan berkeadilan, beretika, dan berkemaslahatan.

Implikasi Regulasi dan Perlindungan Konsumen dalam Sengketa Food Tray Impor MBG
Analisis terhadap regulasi nasional memperlihatkan bahwa pengadaan food tray impor dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menimbulkan sengketa yang kompleks, karena menyangkut keterkaitan antara hukum positif, perlindungan konsumen, serta prinsip syariah dan etika bisnis. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Maharani and Dzikra 2021). Dalam konteks MBG, peserta didik sebagai penerima manfaat program merupakan kelompok yang rentan, sehingga pelanggaran terhadap standar keamanan atau kehalalan food tray dapat menimbulkan dampak langsung terhadap kesehatan maupun kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
	Selain itu, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) menekankan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang bersentuhan dengan makanan. Sengketa dapat muncul apabila terdapat perbedaan standar antara sertifikasi halal internasional yang melekat pada produk impor dengan standar halal nasional yang diakui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Raharjo et al. 2024). Ketidakselarasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika pihak pengadaan menganggap sertifikasi internasional sudah cukup, sementara konsumen dan regulator menuntut kepatuhan penuh terhadap standar nasional.
Dari sudut pandang pengadaan barang atau jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan bahwa kurangnya penerapan prinsip-prinsip tersebut bisa menyebabkan sengketa dalam pengadaan serta meningkatkan risiko praktik korupsi, dan sangat menekankan pentingnya prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan kompetisi yang sehat (Korwa, Hammar, and Hammar 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sengketa pengadaan food tray impor tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi normatif, etis, dan bahkan sosial. Disamping itu, memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen dalam konteks MBG tidak hanya terkait dengan keamanan fisik produk, tetapi juga hak atas informasi yang jelas mengenai asal-usul, bahan baku, dan sertifikasi halal. Transparansi rantai pasok menjadi faktor penting untuk mencegah sengketa, karena konsumen berhak mengetahui apakah produk yang digunakan sesuai dengan prinsip halal dan etika bisnis.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]	Selain itu, prinsip syariah dan etika bisnis Islam menekankan keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Sengketa pengadaan food tray impor dapat dipandang sebagai pelanggaran etika bisnis apabila terjadi pengabaian terhadap aspek halal atau praktik bisnis yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, arbitrase syariah dapat menjadi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam bisnis. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya harmonisasi antara hukum positif Indonesia dengan prinsip syariah. Pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis terkait pengadaan produk impor yang bersentuhan dengan makanan, termasuk mekanisme pengakuan sertifikasi halal internasional melalui mutual recognition agreement agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa sebaiknya mengintegrasikan hukum positif dan arbitrase syariah, sehingga tercapai solusi yang adil sekaligus sesuai dengan nilai-nilai kehalalan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan konsumen dan menjaga kredibilitas program MBG sebagai kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	

KESIMPULAN 
Penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan food tray impor untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menimbulkan sengketa yang bersumber dari tiga aspek utama yakni kehalalan produk, pelanggaran etika bisnis, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi pengadaan barang publik. Ketidaksesuaian standar halal antara negara asal dan Indonesia, penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, serta minimnya transparansi dalam proses tender memperbesar risiko sengketa baik dari sisi hukum positif maupun norma syariah. Dari perspektif normatif, pengadaan barang publik harus tunduk pada regulasi nasional seperti UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, sekaligus memenuhi prinsip-prinsip syari’ah seperti ‘adl (keadilan), amanah (kepercayaan), dan maslahah (kemaslahatan). Ketika praktik pengadaan menyimpang dari kedua kerangka normatif tersebut, sengketa tidak dapat dihindari.
	Arbitrase syariah, melalui lembaga seperti BASYARNAS, mempunyai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Proses tahkim dan sulh memungkinkan adanya penyelesaian yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan publik, sekaligus memperkuat akuntabilitas tata kelola program MBG. Namun, minimnya klausul arbitrase syariah dalam kontrak pengadaan menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik pengadaan barang publik.  Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi prinsip syariah dan regulasi nasional dalam pengadaan barang publik bukan hanya penting untuk mencegah sengketa, tetapi juga krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Penerapan audit halal, transparansi tender, dan klausul arbitrase syari’ah dalam kontrak pengadaan merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola yang berkeadilan, beretika, dan berkemaslahatan.
	Arbitrase syariah melalui lembaga BASYARNAS dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, adil, dan sesuai dengan nilai Islam. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya audit halal yang ketat, transparansi tender, serta menggandeng arbitrase syari’ah dalam kontrak pengadaan. Selain itu, lembaga pengawas harus memperkuat fungsi hisbah dengan melibatkan auditor halal dan publikasi hasil audit secara terbuka, sementara vendor wajib menjunjung etika bisnis Islam dan kepatuhan terhadap standar halal. Dengan langkah-langkah tersebut, tata kelola pengadaan MBG dapat berjalan dengan berkeadilan, beretika, dan berkemaslahatan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program nasional ini.
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